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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berkembangnya tingkat perekonomian di Indonesia dengan pembangunan 

disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan 

lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tentunya menuntut masyarakat untuk 

memiliki kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat yang dikatakan sejahtera adalah apabila 

masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas dan kondisi keamanan 

yang harmonis dengan itu masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang 

berlaku di masyarakat dengan bertingkah laku sesuai dengan aturan-aturan yang ada di 

masyarakat.1 

Pembangunan serta upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan 

dengan baik apabila terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang 

baik. Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum 

untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih meningkatkan kesadaran 

hukum di dalam kehidupan masyarakat. 

 
1 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, 2003, hlm 214.  
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Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 

Sehingga pengertian penegak hukum dapat dibagi menjadi : 

1. Penegak hukum sebagai law enforcement Adalah penegak hukum berupa perorangan atau 

individu yang berusaha untuk menegakkan peraturan.  

2. Penegak hukum sebagai paece maintenance Adalah penegak hukum tidak berupa individu tapi 

suatu instansi yang berusaha untuk menegakkan peraturan dengan tujuan kedamaian, sehingga 

dalam menegakkan peraturan mereka tidak hanya berpedoman kepada peraturan saja tetapi 

mereka juga harus mempertimbangkan suasana ketertiban umum didalam masyarakat .2 

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, 

lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan.3 Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (POLRI) adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab 

langsung dibawah Presiden. Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan 

bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.4 Hukum bekerja dengan 

cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum 

yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada 

masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum pidana adalah bagian dari pada 

 
2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 1983, hlm 13. 
3 Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher: Bandar Lampung, 

2014 hlm. 1. 
4 Ibid., hlm. 2 
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keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk:  

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan 

disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut.  

2.  Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada 

orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.5 

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak pidana ialah 

kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan 

kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.6 Salah satu tindak 

pidana yang diatur didalam hukum pidana adalah tindak pidana pencurian, yang dimana pada 

akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang 

dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Pencurian merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) buku II bab XXII Pasal 362, Pasal 363 dan Pasal 365. Tindak Pidana Pencurian 

dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: 

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan 

ratus rupiah”. 

 

 
5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta.Jakarta. 2009 hlm. 1 
6 Ibid., hlm. 61 
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Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang 

Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan 

kekerasan sering terjadi terhadap pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Salah satu contoh 

wilayah yang marak terjadinya tindak pidana Pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan  

yaitu di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) di wilayah hukum Kepolisian Resort 

(POLRES) OKU Timur yang biasanya dikenal oleh masyrakat OKU Timur dengan sebutan 

Grandong Motor7. Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor)  di wilayah OKU Timur 

mendominasi kategori tindak pidana sejak tahun 2012 lalu. Peningkatan tindak kriminalitas 

diwilayah OKU Timur dapat dilihat dari media massa yang memberitakan tentang pencurian, 

kekerasan dan perampokan di wilayah OKU Timur Tercatat, sebanyak 19 kasus kriminalitas yang 

masuk dalam catatan kepolisian yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten OKU Timur yang 

berasal dari polsek-polsek yang ada, kasus kriminalitas tersebut didominasi oleh tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan (curas) sebanyak 10 kasus, sedangkan sembilan kasus lainnya terdiri 

dari pencurian dengan pemberatan (curat) dan beberapa kasus kriminal lainnya.8 

Tercatat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 tingkat kriminalitas yang terjadi di 

Kabupaten OKU Timur berjumlah 725 kasus kriminalitas, yang didominasi oleh kasus pencurian 

dengan kekerasan sebanyak 337 kasus, 89 kasus pencurian dengan pemberatan sementara sisanya 

kasus lainnya.9  

Kabupaten OKU Timur memang merupakan daerah yang sangat rawan dengan kasus 

pencurian dengan kekerasan, para tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 

 
7 Grandong penyebutan yang sering digunakan oleh masyarakat OKU Timur untuk pelaku pencurian 

kendaraan bermotor. 
8 http://palembang.tribunnews.com/2012/08/27/19-kasus-kriminal-terjadi-di-oku-timur , kamis, 18 

oktober 2018, 23.28 
9 Sumber Data Statistik Polres OKU Timur, 2010-2013 



 
 

5 
 

kekerasan melakukan aksinya dengan cara memberhentikan korban yang sedang berkendara 

dengan kendaraan roda dua dan melakukan perampasan harta si korban.  Tidak jarang pencurian 

kendaraan bermotor dengan kekerasan menggunakan senjata tajam bahkan senjata api dalam 

memudahkan aktifitasnya, seperti contohnya yang terjadi pada Suhadi (40) Warga Desa Kotabaru, 

Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur yang harus merelakan sepeda motor miliknya 

diambil oleh lima pelaku perampok Rabu (8/5/2016) pagi. Nahasnya selain sepeda motor diambil, 

Suhadi juga ditembak perampok menggunakan senjata api di bagian kakinya sebanyak satu kali. 

perampokan yang terjadi di ruas jalan tanggul irigasi Kecamatan BP Peliung tersebut terjadi ketika 

korban Suhadi bersama Istrinya Sopiah berboncengan menggunakan sepeda motor Supra Fit-X 

warna biru dengan nomor polisi BG 7511 YK sekitar pukul 06.00 menuju kecamatan Belitang 

untuk melihat cucunya yang sedang sakit. Suhadi yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepeda 

motor miliknya. Namun apesnya, pelaku tetap menembak kaki kiri korban tepat dibagian pahanya 

sehingga korban tersungkur.10 

Pada tahun 2017 Polres OKU Timur berhasil menangkap tiga pelaku pencurian dengan 

kekerasan yang dilumpuhkan polisi di kedua betisnya dengan timah panas. Tersangka ditembak 

karena berusaha kabur ketika hendak menunjukan rekan lainnya, Rabu (28/2/2017). Warga Desa 

Rejo Mulyo, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  (OKUT) ini, saat 

melakukan aksinya hendak menembak korban, namun ketika itu senjata api rakitan (Senpi) di 

tangan Nano tidak meletus ketika ditembakan kearah korban Triyanto dan Isrokhan yang saat itu 

kendaraannya dihentikan oleh keempat pelaku. Melihat senjata api tidak meledak, korban berusaha 

 
10 https://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-dan-ambil-motornya/, jum’at 19 

oktober 2018 23.14 

https://kabarokutimur.com/2016/05/18/grandong-tembak-suhadi-dan-ambil-motornya/
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melawan dan terjadi bangku hantam dan akhirnya, korban terkena tikaman senjata tajam yang 

mengarah ke badan Triyanto hingga tewas.11  

Hingga pertengahan tahun 2018 jumlah kasus yang paling dominan di Kabupaten OKU 

Timur adalah kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) dengan kasus kekerasan 

terhadap anak, kasus pidana umun yang terjadi di OKU Timur hingga pertengahan tahun mencapai 

hingga 58 kasus. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur Ismaya Hera 

Wardhani SH M.Hum didampingi Kasi Intel Indra Kurniawan SH diwawancarai usai 

melaksanakan HUT Adhyaksa ke-58 Senin (23/7/2018).12 

Pencurian Kendaraan Bermotor dengan kekerasan tersebut diatas dikenal pula dengan 

istilah Begal. Kata “begal” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) memiliki arti 

“penyamun” jika kata begal tersebut di imbuhi dengan kata Me-begal sehingga artinya berubah 

menjadi merampas dijalan atau menyamun.13 Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam 

mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP 

maka pencurian dengan kekerasan (begal) termasuk dalam kategori pencurian yang memiliki suatu 

unsur objektif yang meliputi unsur perbuatan mengambil, unsur benda, unsur sebagian maupun 

seluruhnya milik orang lain, serta memiliki unsur subjektif  yang meliputi maksud untuk memiliki, 

serta melawan hukum. Secara geografis-kuantitatif, bahwa ruang lingkup locus delecti tindak 

kejahatan ini menunjukkan telah cukup merata terjadi di berbagai daerah-daerah kota, Kabupaten, 

maupun di Pedesaan.14 

 
11 http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subama-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-

dengan-tembakan, minggu, 21 oktober 2018 22.05 
12 http://www.okutimurkab.go.id/kejari-oku-timur-dominasi-tangani-curas-dan-kekerasan-anak.html, 

minggu, 21 oktober 2018 22.23 WIB 
13 http://kbbi.co.id/arti-kata/begal, senin 05 november 2018 pukul 19.54 WIB 
14 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 592 

http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subama-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-dengan-tembakan
http://palembang.tribunnews.com/2017/02/28/nano-subama-begal-sadis-ini-dilumpuhkan-polisi-dengan-tembakan
http://www.okutimurkab.go.id/kejari-oku-timur-dominasi-tangani-curas-dan-kekerasan-anak.html
http://kbbi.co.id/arti-kata/begal
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Pencurian dengan kekerasan (begal) tersebut dikategorikan sebagai pencurian dengan 

kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP 

buku  II bab XXII Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang isinya: 

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun,  dihukum pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti  dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, 

dengan maksud akan  menyiapkan atau memudahahkan pencurian itu, atau jika tertangkap 

tangan (terpergok), supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang 

turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya itu 

tetap, ada ditangannya. 

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan: 

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan 

yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum, atau didalam kereta api atau 

trem yang sedang berjalan; 

2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang Bersama-sama atau lebih; 

3. jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar 

atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau 

pakain jabatan palsu; 

4. jika perbuatan mangakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu 

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 

kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah 

satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”15 

 

 Berkaitan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), 

yang meresahkan masyarakat, Negara Indonesia memiliki instansi Negara  salah satunya yaitu 

kepolisian yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang berbunyi: 

 
15 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia Bogor, 1991, hlm253-254 
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“Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.16 

 

 Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang 

merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan 

berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam 

lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada 

masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam 

waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada 

masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.17 Tugas pokok Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 

Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga yakni:18 

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

2. Menegakan Hukum;  

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 
 

Keinginan Masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup 

bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistim penegakan hukum. Dengan 

penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan 

ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha 

pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Disamping itu, sosok polisi yang notabene adalah 

pelindung masyarakat, namun apa yang dirasakan oleh masyarakat tidak sesuai dengan apa yang 

menjadi tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri, maka dari itu peran kepolisian sangat berperan 

 
16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
17 Untung S. Rajab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan 

(berdasarkan UUD 1945), CV. Utomo, Bandung,2003, hlm. 1 
18 Op.Cit, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal. Selain itu juga kepolisian memerlukan 

masyarakat agar mempunyai kesadaran diri dalam menindak tegas tidak pidana yang terjadi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan jangan main hakim sendiri, karena Negara Indonesia dalah 

Negara hukum. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Upaya Pencegahan Oleh Kepolisian di Polres OKU Timur Terkait Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah 

Kabupaten OKU Timur? 

2. Peran Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasan di wilayah Kabupaten OKU Timur. 

C. Tujuan Penilitian  

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di wilayah 

Kabupaten OKU Timur. 

b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang 

terjadi di wilayah Kabupaten OKU Timur. 

c. Untuk mengetahui upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh aparat 

penegak hukum khususnya aparat Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur.  
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D. Manfaat Penelitian  

Penilitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara 

teoritis dan praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penilitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah 

ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya 

dan bagi para penegak hukum pada khususnya untuk mendapat mengambil langkah-langkah dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan criminal Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. 

2. Kegunaan Praktis 

Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan 

dapat menambahkan wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian dalam 

penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor khususnya di 

Kabupaten OKU Timur. 

 

E. Ruang Lingkup 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana 

dengan fokus mengenai upaya pencegahan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka 

untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Oleh 

Kepolisian di Polres OKU Timur terkait Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan khususnya 

Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (begal). 

 

F. Kerangka Teori 

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk 

mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis 
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adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-

dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.19 

 

 

1. Teori Penyebab Kejahatan 

Menurut W. A. Bonger, dikutip oleh Dr. Syaripudin Pettanasse, S.H., M.H20  kriminologi 

adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya 

(kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono,21 membagi 

kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan 

reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan 

etiologi kriminal (criminal aetiology) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas 

asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).22 

Berdasarkan penyidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu 

dapat dicari dari dua faktor yaitu:23 

a. sebab-sebab intern 

sebab-sebab kejahatan yang datangnya dari dalam diri si pelaku kejahatan 

itu sendiri, dapat disebabkan karna berbagai faktor antara lain: 

a) hipotesa Atavisme 

 
19Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127 
20 Syarifuddin Pettanasse, Kriminologi, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm. 9 
21 Wahju Muljono, 2012. Pengantar Teori Kriminologi (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 35 
22 Ibid, hlm. 97 
23 Op.cit. hlm 93 
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menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan dikarenakan 

sifat yang sudah ada sejak lahir.  

b) Heredity (keturunan) 

Menurut teori ini dikatakan sebab-sebab kejahatan itu diwariskan 

dari watak seseorang (orangtuanya atau keturunanya). 

c) Bodily Psychologi 

Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena body 

(fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang 

unruk berbuat kejahatan. 

d) Belum Dewasa  

Dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur 

seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, sehingga mereka tak 

dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tak 

dapat membedakan mana yang benar mana yang salah serta 

perbuatan mana yang diperbolehkan atau dilarang. 

e) Kleptomania 

Sebab-sebab kejahatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita oleh 

seseorang. Kleptomania adalah orang yang menderita penyakit jiwa 

yang hobinya mengambil barang milik orang lain, dan mengambil 

barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih 

cenderung sebagai pemenuhan pemuasan jiwanya. 

b. Sebab-sebab extern 
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Sebab-sebab extern adalah penyebab terjadinya kejahatan datang atau 

terkena pengaruh dari luar si pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dari 

faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal 

sebagai berikut:24 

a) Waktu Kejahatan 

Dimaksudkan adalah untuk mengetahui dimana pada saat kejahatan 

itu banyak dilakukan karna tempo waktu yang berkembang, maka 

tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu. 

b) Tempat kejahatan 

Dimaksudkan bahwa penjahat itu selalu memilh tempat yang 

menguntungkan baginya misalnya: tempat yang gelap, sunyi jauh 

dari patroli atau penjagaan polisi. 

c) Lingkungan 

Mencari sebab-sebab kejahatan dari individua tau pelaku kejahatan 

itu berada, misalnya lingkungan keluarga dari sipelaku kejahatan, 

lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dari 

sipelaku kejahatan. 

 

d) Faktor Ekonomi 

Faktor ekonomi adalah menganalisa sebab-sebab kejahatan dengan 

menghubungkannya dengan keadaan ekonomi si pelaku kejahatan. 

2. Teori Pencegahan Kejahatan 

 
24 Op.cit. 95 



 
 

14 
 

Penerapan hukum pidana menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif 

(penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan 

tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan 

lewat media massa menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) 

sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. 

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam 

upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:25 

a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya 

adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau 

hukum kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan 

seterusnya. 

b. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidak cocokan dalam peraturan 

perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya 

adalah ketidak cocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis 

atau hukum kebiasaan kadang kala ketidak serasian antara hukum tertulis dan hukum 

kebiasaan lainnya. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum 

tidak akan berjalan dengan semestinya. 

 
25 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hlm. 5. 
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d. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah 

kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan 

hukum yang baik. 

e. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada 

karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari 

berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. 

Ada dua buah metode yang dipakai untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan dalam crime 

prevention yaitu : 

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan. Cara yang ditujukan kepada 

pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan 

secara konseptual. 

2. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (the first crime). Cara yang ditujukan untuk 

mencegah kejahtan pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan 

metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prefention).26 

Berdasarkn uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup 

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan 

bersalah di Lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat 

dilakukan secara preventif dan represif. 

3. Teori Peran Kepolisian 

 
26 Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, hlm.66. 
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Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam 

masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah 

yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat 

dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu 

dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan 

wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.27 

Kepolisian menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah. 

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan     

   lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan” 

 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah 

diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara 

kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat 

menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul 

birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap 

tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga 

kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi 

perubahan di masyarakat.28 

 

G. Metode Penilitian 

 
27 Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348. 
28 Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum. Restu Agung, 

Jakarta. 2009. hlm. 89 
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1. Jenis Penilitian 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dari penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis 

penilitian secara sosiologis/empiris. Penelitian sosiologis /empiris adalah penelitian hukum 

indoktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan.29 

 

Jenis Data dan Sumber Data penelitian  

Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau dari 

dilapangan yang berkaitan dengan prilaku masyarakat.30 Penelitian ini dilakukan secara lisan 

dengan cara wawancara pihak Kepolisian Resort (POLRES) OKU Timur, pihak masyarakat yang 

menjadi korban serta masyarakat di sekitar wilayah OKU Timur, serta pelaku Tindak Pidana 

Pencurian dengan Kekerasan di wilayah OKU Timur. 

a. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari hasil observasi orang lain.31 Atau data 

yang di peroleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi laporan.32 Jenis data sekunder 

terdiri dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat,33 yang terdiri dari konvensi-konvensi, undang-undang, dan peraturan-peraturan 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,  

 
29 Sosiologis/empiris adalah penelitian hukum indiktriner atau penelitian hukum sosiologis dan dapat juga 

disebut penelitian lapangan. Tim Editor, Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum, Laboratorium Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya, 2013 hlm 251 
30 H. zainudin ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm 23 
31 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, 2009 hlm 57 
32 J.Supranto, Op Cit  
33 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia (UIPress), 2007, 

hlm.52. 
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2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer34, seperti buku-buku, skripsi-skripsi, surat kabar, artikel internet, 

hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau serjana hukum yang dapat mendukung 

pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. 

3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari:35 

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Bahasa Inggris dan Ensiklopedia. 

b. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus 

Bahasa Inggris dan Ensiklopedia. 

2. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama sekelompok orang, benda, atau 

hal yang menjadi sumber pengambilan sampel; suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu 

yang berkaitan dengan masalah penelitian.36 Populasi penelitian dari skripsi ini adalah pihak yang 

terlibat dalam penanganan kejahatan pencurian dengan kekerasan, yaitu pihak kepolisian di 

POLRES OKU Timur dan pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. 

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada 

umumnya observasi dilakukan terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.37 Pada 

penelitian ini, sampel yang diambil dari populasi menggunakan purposive sampling. Purposive 

 
34 Ibid. 

35 Ibid. 
36 https://kbbi.web.id/populasi minggu, 03 maret 2018. 
37Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarat: Raja Grafindo, 2009, hlm. 119-120. 

https://kbbi.web.id/populasi
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sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.38 Sehingga yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pihak kepolisian Polres OKU Timur 5 orang 

b. Pelaku pencurian dengan kekerasan 2 orang 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten 

OKU Timur yang beralamat di JL. Lintas Sumatra, Martapura, Kota Baru Selatan, Kabupatan 

Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan.  

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu dengan mencari, mengumpulkan dan mengkaji perundang-undangan, 

hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang 

diangkat. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah untuk menunjukkan 

jalan pemecahan permasalahan penelitian, untuk mendapatkan gambaran atau informasi 

tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan sebagai 

sumber data sekunder.39 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang digunakan dalam bentuk wawancara. Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu pewawancara dan orang 

yang diwawancarai. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi serta orang yang 

 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 85. 

39 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 112. 
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mengajukan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai adalah orang yang memberi 

informasi dan juga orang yang mejawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.40 

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini yang diwawancarai adalah petuga kepolisian 

dan pihak yang terkait lainnya. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah. Data primer dan skunder 

serta penunjang pada skripsi ini menggunakan analisis secara kuantitatif yaitu penelitian yang 

menggunakan data yang berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis. Dalam penelitian ini, 

hubungan antara peneliti dan yang diteliti bersifat independent. Sehingga data-data yang diperoleh 

menggunakan daftar pertanyaan sebagai tekhnik pengumpulan data, dan menekankan untuk 

memperluas informasi langsung dari hasil penelitian dilapangan.41 

 

5. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan Teknik induktif dimana memiliki tiga tahap yakni 

Generalisasi, Analogi dan Menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif 

dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan jumlah data. Analogi yaitu kesamaan 

penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan 

Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat. Berdasarkan 

Teknik itu penulis menarik kesimpulan mengenai terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan 

Kekerasan dan penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di 

wilayah Kabupaten OKU Timur. 

 
40 Ibid  
41 Beni Ahmad Saebani, Op, Cit. hlm. 104. 
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